
10 Orang Dicegah ke Luar Negeri Terkait 
Kasus Suap Bupati Nonaktif Meranti M Adil

JASKARTA (IM) – Pe-
nyidik Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) terus 
mengusut dugaan suap yang 
menjerat Bupati nonaktif  
Kepulauan Meranti, M Adil 
(MA). Pengusutan kasus 
tersebut ditandai dengan 
pencegahan ke luar negeri 
terhadap 10 orang saksi.

Sebanyak 10 orang 
tersebut terdiri dari dela-
pan Aparatur Sipil Negara 
(ASN) Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) dan dua 
pihak swasta. KPK telah 
mengirimkan surat permo-
honan pencegahan ke luar 
negeri terhadap 10 orang 
tersebut ke Ditjen Imigrasi 
Kemenkumham.

“KPK mengajukan ce-
gah untuk tetap berada di 
wilayah Indonesia terhadap 
10 orang, delapan orang 
di antaranya pegawai BPK 
Perwakilan Riau dan dua 
orang swasta,” kata Kabag 
Pemberitaan KPK, Ali Fikri 
melalui pesan singkat yang 
diterima wartawan, Senin 
(15/5).

Delapan ASN BPK Riau 
yang dicegah ke luar negeri 
yakni, Ruslan Ependi, Odi-
pong Sep, Dian Anugrah, 
Naldo Jauhari Pratama, 
Aidel Bisri, Feri Irfan, Brah-
mantyo Dwi Wahyuono, dan 
Salomo Franky Pangondian. 

Sementara pihak swas-
ta yang dicegah bepergian 
ke luar negeri yakni, Findi 
Handoko dan Ayu Diah 
Ramadani.

KPK meminta Ditjen 
Imigrasi Kemenkumham 
untuk mencegah 10 orang 
tersebut untuk bepergian 
ke luar negeri selama enam 
bulan ke depan terhitung 
mulai 10 Mei 2023. KPK 
mencegah 10 orang tersebut 
karena keterangannya sangat 
dibutuhkan untuk proses 
penyidikan M Adil.

“KPK mengharapkan 

sikap kooperatif  dari para 
pihak tersebut untuk ha-
dir dalam setiap penjad-
walan pemanggilan yang 
disampaikan tim penyi-
dik,” imbau Ali.

Sekadar informasi, 
KPK telah menetap-
kan Bupati Kepulauan 
Meranti, M Adil (MA) 
sebagai tersangka. Adil 
ditetapkan sebagai ter-
sangka bersama dengan 
Kepala BPKAD Pemkab 
Kepulauan Meranti, Fi-
tria Nengsih (FN) serta 
Pemeriksa Muda Badan 
Pemeriksa Keuangan 
(BPK) Perwakilan Riau, 
M Fahmi Aressa (MFA).

Adil dijerat dengan 
tiga kasus sekaligus. Per-
tama, Adil diduga telah 
melakukan korupsi terkait 
pemotongan Uang Perse-
diaan (UP) dan Ganti 
Uang Persediaan (GUP) 
dengan kisaran 5 persen 
sampai 10 persen untuk 
setiap SKPD. Pemotong-
an anggaran tersebut disa-
markan Adil seolah-olah 
sebagai utang.

Kasus kedua, yakni 
terkait dugaan korupsi 
penerimaan fee dari jasa 
travel umrah. Adil diduga 
menerima fee Rp1,4 mi-
liar dari perusahaan travel 
umrah, PT Tanur Muth-
mainnah melalui Fitria 
Nengsih. Fitria Nengsih 
juga merupakan Kepala 
Cabang PT Tanur Muth-
mainnah.

Ketiga, berkaitan ka sus 
dugaan suap pengon disian 
pemeriksaan keuang an 
pada 2022 di Pemkab 
Kepulauan Meranti. Adil 
diduga telah menyuap 
M Fahmi Aressa senilai 
Rp1,1 miliar agar Pem kab 
Kepuasan Meranti men-
dapatkan status predikat 
Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP).  han

Jokowi Keluhkan soal Data Pertanian 
Tak Akurat, Pemerintah Jadi Kedodoran

JAKARTA (IM) - Pre-
si den Joko Widodo (Jokowi) 
sebut  bahwa  data pertanian 
yang dimiliki pemeriintah 
seringkali tidak akurat. Hal ini 
menjadi salah satu hambatan 
di dalam merealisasikan kebi-
jakan pertanian di lapangan. 

“Kita tahu untuk meng-
hasilkan sebuah kebijakan 
yang tepat butuh data yang 
akurat. Sering kita kedodoran 
di sini. Lahan pertanian kita 
berapa? Butuh pupuk berapa? 
Sering data itu tidak siap dan 
(tidak) akurat,” ujar Jokowi saat 
memberikan sambutan dalam 
peluncuran Sensus Pertanian 
2023 yang dilakukan di Istana 
Negara, Jakarta, Senin (15/5).

Sensus ini, sebut Presiden, 
merupakan yang pertama se-
jak sepuluh tahun terakhir. 
Padahal, menurut Presiden, 
Sensus Pertanian paling tidak 
dilaksanakan lima tahun sekali. 
Sebab akurasi data pertanianm-
erupakan suatu hal yang pen-
ting karena menyangkut hajat 
hidup orang banyak. Salah 
satu contohnya, sebut Presiden 
Jokowi, terkait distribusi pupuk 
subsidi untuk petani. 

“Kalau sudah kita putus-
kan pupuk subsidi. Katakan-
lah 9 juta ton, itu kan dari 
data memutuskan itu. Tapi di 
lapangan banyak yang petani 
berteriak, 

“Pak pupuk enggak 
ada?”,” kata Jokowi me-
nang gapi keluhan para pet-
ani. 

“Mungkin supply-nya 
kurang, mungkin distribus-
inya nggak betul. Tapi kalau 
datanya akurat, gampang 
sekali oh ya bukan 9 juta 
ton (yang diperlukan) tapi 13 
juta ton misalnya,” jelasnya. 

Oleh karenanya, Jokowi 
mendukung pelaksanaan 
Sensus Pertanian 2023 yang 
akan dilakukan pada 1 Juni 
hingga 30 Juli mendatang. 
Sensus kali ini dilaksanakan 
dengan fokus kepada lima 
bidang, yakni pertanian, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan dan kehutanan.

“Saya minta seluruh pe-
mangku kepentingan di sek-
tor pertanian mensukseskan 
sensus ini yang nanti dilak-
sanakan dari 1 Juni sampai 
30 Juli. Artinya dua bulan 
selesai dan setelah itu kita 
mendapatkan sebuah data 
yang akurat dan berkualitas,” 
kata Jokowi menambahkan.

Adapun sensus ini akan 
melibatkan sejumlah ke-
menterian dan lembaga, 
seperti Badan Pusat Statistik 
(BPS), Kementerian Per-
tanian, dan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK).  mei

JAKARTA (IM) - Keja-
gung telah mencopot semen-
tara oknum jaksa di wilayah 
Sumatera Utara (Sumut) yang 
diduga memeras keluarga 
pelaku tindak pidana nar-
kotika. Dugaan pemerasan 
itu sempat viral dalam video 
di media sosial. 

Kepala Pusat Penerang-
an Hukum Kejagung Ketut 
Sumedana mengatakan, ok-
num jaksa itu juga sudah 
diperiksa di Kejaksaan Tingi 
(Kejati) Sumut. 

Jaksa Agung Sanitiar 
Burhanuddin memastikan 
akan memberi tindakan te-
gas dan memproses hukum 
oknum jaksa tersebut jika 
terbukti melakukan tindak 
pidana.

“Saya akan tindak tegas 
sejauh kesalahan yang anda 
perbuat. Tidak ada tempat 

bagi jaksa untuk menye-
lewengkan jabatan jaksanya,” 
ucap Burhanuddin, Senin 
(15/5). 

Burhanuddin sudah mem-
berikan arahan khusus kepada 
Kepala Kejaksaan Tinggi Su-
matera Utara dan jajarannya 
agar melakukan pemeriksaan 
secara obyektif. Dia juga 
meminta agar setiap hasil 
pemeriksaan segera dilapor-
kan kepada pimpinan secara 
berjenjang. 

“Jangan ada yang ditu-
tupi dan apabila ada temuan, 
segera sampaikan kepada 
media dan publik. Lakukan 
tindakan cepat untuk peme-
riksaan semua saksi-saksi yang 
terlibat. Tidak ada toleransi 
bagi aparat penegak hukum 
dalam hal ini Jaksa untuk 
melakukan penyimpangan,” 
ucapnya. 

Diketahui, dalam video 
yang beredar, diduga jaksa 
tersebut meminta uang sebe-
sar Rp 80 juta kepada ibu 
tersangka narkoba. Dalam 
video terdengar suara ibu dari 
tersangka narkoba mengaku 
tidak memiliki uang lagi, un-
tuk membayar jaksa tersebut. 

“Jadi saya ini enggak bisa 
diperas orang, enggak ada 
uang (lagi), ini saya ada uang 
sa ya kasih tambahan Rp 5 
ju ta,” ujar wanita di dalam 
vi deo. 

Wanita itu juga mengaku 
su dah beberapa kali menci-
cil biaya yang diminta EKT. 
Mu lai dari nominal Rp 5 juta 
hingga Rp 30 juta. Kemudian, 
jaksa EKT lalu tampak tampak 
mengangguk. Sementara ibu 
tersangka narkoba tampak me-
nyerahkan uang ratusan ribu 
rupiah kepada EKT.  han

Oknum Jaksa di Sumut Diduga 
Peras Tersangka Puluhan Juta Rupiah
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KASUS DUGAAN KORUPSI BTS
Jaksa Agung ST Burhanudin (tengah) menyampaikan keterangan disaksikan Jampidsus Febrie Adriansyah (kanan) dan Kepala 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh terkait kasus dugaan korupsi penyediaan 
infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Ko-
munikasi dan Informatika Tahun 2020-2022, di Jakarta, Senin (15/5). Kejaksaan Agung bersama BPKP menghitung kerugian 
keuangan negara kasus korupsi tersebut mencapai Rp 8,32 triliun lebih.

Dedi Mulyadi Didaftarkan Partai Golkar 
dan Gerindra sebagai Caleg, Kok Bisa?
Peraturan KPU (PKPU) melarang partai 
politik mengajukan nama bacaleg yang 
berpotensi ganda atau menjadi caleg 
dari partai lain.

Belum ketemu langsung den-
gan Pak Dedi dan sampai 
hari ini Pak Dedi masih kami 
daftarkan sebagai caleg,” kata 
Wakil Ketua Umum Partai 
Golkar,  Ahmad Doli Kurnia, 
di kantor KPU RI, Jakarta, 
Minggu (14/5) malam.

Doli memastikan, akan 
memanggil Dedi Mulyadi 
usai dikabarkan menjadi bakal 
caleg dari Partai Gerindra. Se-
bab, sampai saat ini pihaknya 
masih mendaftarkan Dedi 
Mulyadi sebagai bakal caleg.

“Kita nanti akan men-
gundang Pak Dedi untuk 
meminta klarifi kasi dan sam-
pai saat ini namanya masih 

JAKARTA (IM) –  Partai 
Golkar dan Partai Gerindra 
sama-sama mendaftarkan 
nama mantan Wali Kota Pur-
wakarta, Dedi Mulyadi, se-
bagai calon angota legis Latif  
(caleg) yang akan bertarung 
pada Pemilu 2024 mendatang.  
Kok bisa?

Partai Golkar sebut hing-
ga pendaftaran untuk ang-
gota legis Latif  di Komisi 
Pemilihan Umum (KPU), 
pihaknya belum menerima 
surat pengunduran diri dari 
Dedi Mulyadi.

“Kami belum meneri-
manya langsung (surat pen-
gunduran diri Dedi Mulyadi). 

“Insya Allah beliau nyaleg,”  
kata Muzani.

Surat Pengunduran Diri
KPU RI memastikan akan 

mengecek kegandaan dari 
para bacaleg dalam proses 
verifi kasi administrasi.

“Pada tanggal 15 Mei-23 
Juni 2023 adalah sub tahapan 
di mana KPU RI melakukan 
verifikasi administrasi ke-
benaran dan kegandaan bakal 
calon,” kata Ketua Divisi 
Teknis KPU RI Idham Ho-
lik kepada wartawan, Senin 
(15/5).

Idham menekankan Per-
aturan KPU (PKPU) melar-
ang partai politik mengajukan 
nama bacaleg yang berpotensi 
ganda. Hal ini diatur di dalam 
Pasal 240 ayat 1 huruf  o dan 
p UU Nomor 7 Tahun 2017 
juncto Pasal 11 ayat 1 huruf  
o dan p dan Pasal 12 ayat 1 

huruf  b angka 5 Peraturan 
KPU Nomor 10 Tahun 2023.

“Dalam partai politik 
mengajukan daftar bakal 
calon legislatif, partai politik 
dilarang mengajukan nama 
bakal calon legislatif  yang ber-
potensi ganda,” ujar Idham.

“Di mana bakal calon 
(legislatif) hanya dicalonkan 
oleh 1 (satu) partai politik 
peserta pemilu untuk 1 (satu) 
lembaga perwakilan di 1 (satu) 
dapil,” lanjut dia.

Apabila seorang bacaleg 
hendak maju di pileg den-
gan kendaraan parpol yang 
berbeda, wajib menyerahkan 
pengunduran diri kepada 
parpol lamanya.

“Selanjutnya bagi bakal 
calon petahana wajib mema-
tuhi ketentuan yang terdapat 
dalam Pasal 16 Peraturan 
KPU Nomor 10 Tahun 
2023,” kata Idham.  han

kami daftarkan sebagai caleg,” 
ucap Doli.

Sementara sebelumnya, 
Sekretaris Jenderal (Sekjen) 
Partai Gerindra, Ahmad 
Muzani, menyatakan turut 
mendaftarkan nama Dedi 
Mulyadi menjadi bakal caleg 
dari Partai Gerindra.

Selain Dedi, artis Melly 
Goeslaw, Taufi k Hidayat, Ari 
Sihasale, Derry Drajad, Didi 
Mahardika putra Rahmawati 
Soekarnoputri maju menjadi 
bakal caleg Partai Gerindra.

“Yang juga baru saja me-
nyatakan gabung dengan kami 
ada Kang Dedi Mulyadi,” 
ucap Muzani saat mendaft-
arkan bakal caleg DPR RI ke 
kantor KPU, Jalan Imam Bon-
jol, Menteng, Jakarta Pusat.

Dedi Mulyadi akan maju 
sebagai caleg dari Partai Ger-
indra di Dapil Jawa Barat VII 
meliputi Kabupaten Bekasi, 
Karawang, dan Purwakarta. 

JAKARTA (IM) - Men-
teri Pariwisata dan Ekono-
mi Kreatif  Sandiaga Uno 
ternyata belum putuskan ke 
partai politik (parpol) mana 
ia akan berlabuh. Sandiaga 
masih berencana bertemu 
dengan Pelaksana Tugas (Plt) 
Ketua Umum Partai Per-
satuan Pembangunan (PPP) 
Muhamad Mardiono untuk 
menyamakan persepsi soal 
langkah politik yang akan 
ditempuhnya. 

“Bahwa sesuai arahan 
Pak Ketum (Mardiono) bah-
wa akan mengikuti tahapan 
atau proses. Di mana saya 
menyampaikan pembicaraan 
dan pemikiran dalam konsep 
politik amar ma’ruh nahi 
munkar (upaya mewujud-
kan kemaslahatan bersama, 
bukan untuk satu kelompok 
atau golongan saja),” ujar 
Sandiaga dalam keterangan-
nya yang diterima wartawan, 
Senin (15/5).

Sandiaga menyatakan ke-
cocokan dengan PPP selalu 
nampak dalam setiap kunjun-
gannya ke berbagai pondok 

pesantren maupun ber-
temu para kyai dan ulama. 
Namun, Sandiaga mengaku 
tidak diburu-buru waktu 
oleh Mardiono untuk me-
nentukan sikap apakah 
bakal bergabung dengan 
PPP atau tidak. 

“Beberapa pesan dan 
wejangan (Mardiono) kita 
lakukan tidak tergesa-gesa. 
Tidak terburu-buru, tapi 
melalui tahapan dan men-
gajak lebih banyak lagi 
untuk bergabung bersama 
dalam pemikiran percepa-
tan pembangunan kita den-
gan konsep Islam rahmatan 
lil alamin,” katanya.

. “Kita dalam beberapa 
bulan akan menghadap ke 
Pak Ketum untuk menan-
yakan proses selanjutnya 
seperti apa,” ujar Sandiaga. 

Seperti diketahui San-
diaga sudah mundur dari 
partai yang membesarkan-
nya, yaitu Partai Gerindra. 
Belakangan ini Sandiaga 
terlihat denkat dengan PPP 
dan juga Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS).  han

Sandiaga Uno Belum Putuskan 
ke Parpol Mana Akhirnya Berlabuh

TARGET PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM
Warga melintas di permukiman padat penduduk di Makassar, Sulawesi 
Selatan, Senin (15/5). Kemenko PMK menargetkan tingkat kemiskinan 
ekstrem nol persen pada 2024, lebih cepat enam tahun dari target agenda 
tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 
(SDGs).
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ANDI ARIEF DIPERIKSA KPK
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) 
DPP Partai Demokrat Andi Arief menyapa 
wartawan usai menjalani pemeriksaan di Ge-
dung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/5). 
KPK memeriksa politisi Partai Demokrat itu 
sebagai saksi terkait kasus dugaan suap, 
gratifi kasi, dan tindak pidana pencucian uang 
(TPPU) senilai Rp200 miliar yang menjerat ter-
sangka Bupati nonaktif Mamberamo Tengah 
Ricky Ham Pagawak.
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